WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS WALIKOTA/
WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN

PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

bahwa dalam rangka -ecfektivitas, efisiensi dan
kedayagunaan  serta  pengendalian penugasan
Perjalanan Dinas Jabatan, perlu mengubah ketentuan
mengenai  Surat Perintah Tugas sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 19
Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Walikota /
Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun
2013 tentang Perjalanan Dinas Walikota /Wakil
Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
I Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomoar 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

MEMUTUSEKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 19
TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS WALIKOTA/
WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013
tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 48
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor
19 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 5

(1} Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) oleh Pelaksana SPPD, dilakukan sesuai perintah pejabat yang
berwenang dan tertuang dalam Surat Perintah Tugas.

(2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh:



(7)

a. Walikota untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh
Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten
Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD;

b. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh
Pimpinan dan Anggota DPRD;

c. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan vang dilakukan oleh
Pelaksana SPPD di lingkungan SKPD berkenaan;

d. Camat untuk Perjalanan Dinas Jabatan vang dilakukan oleh Lurah.

Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendelegasikan
kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas kepada Wakil Walikota/
Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah secara berjenjang dengan
pertimbangan aspek efektivitas, efisiensi dan kedayagunaan.

Pendelegasian kewenangan sebagaimana ayat (3) dilaksanakan apabila
Walikota berhalangan.

Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas kepada
Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan DPRD dengan pertimbangan
aspek efektivitas, efisiensi dan kedayagunaan.

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dapat
mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas kepada
Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Tata Usaha
dengan pertimbangan aspek efektivitas, efisiensi dan kedayagunaan.

Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

pemberi tugas;

pelaksana tugas;

waktu pelaksanaan tugas;

tempat pelaksanaan tugas; dan

maksud pelaksanaan tugas.

oo op

Format SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Format A Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Agustus 2018




